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LEGISLASI

DPR Didesak Sahkan RUU Masyarakat Adat

JAKARTA, KOMPAE — Masvarakat
wlal memiliki peran penling
dalam menjaga  keherfanjutan
linghungan, Lermasuk  melin
dumngi sebagian besar ekosistem
vung musih terjuge. Untuk ila,
Hancangan TIndang-1ndang
atan HUL Masyarakat Adal per-
I segera disahkan taluse i

sebagfal upava  mewujudkan
pengakuan dan perlindungan

terhadap masyaralat sdat.
Diesakan untuk SEegEn
mengesuhlan RUL Masvarakal
Adat kembali disaopaikan olel
perwakilan masyarakal adat da-
riosejumbah daciah soast eapal
dengar pendapal umum (RID-
PLD bersama Boadan Legislasi

PR di Kompleks Parlemen,
Sepvin, Jukanrta, Tl
154 2 02n0).

“Pertemuan dengan DPH

terkait Undang- 1 ncang Maswa-
rukat Adot mungkin sudah kebil
clari 10 kali. Akan tetapi, kami
bradir saal ind dengan sermangal
laaru dan harapan hesar  1n-
dang Umnlang Masyaradut Adal
hiza  #egera  disahkan  paling
lambat akkic tuhun nL” ujac
Sekretaris Jenderal Aliznsi Ma-
svurabal At MNusanlara
CAMANG Rukka Scanholinggi.

Bukka mengapresiasi DEPR
atas langkah menerima nomen-
kdatur masvarakat adst dalam
rapcangan indang-undang, Po-
nerimaan fersebut dinilai sc-
bagal tindakan mendasar yang
mrepcerinkan pengalian tor
hadap identitas dan realitas ko-
eratritas adat di [ndonesia

Menurut Rukka, pengrunaan
tilahy Vmnasvacakatl adat™ me
rupakan bentuk penghormatan
terhadap  perjuangin  panjang
wvang telah herlangsung sejak
delrde 1980 o [a menckan
kan bahwia banvak pejuang yang
telab walal. semcntaa schagian
muasyvarakal sdat di sejumlah
daerah Tainnen masih meng-
hadapi tekanan. termasuk kri-
mrinalisasi.

Konulisi tersebut menunjok-
kan masih adusya ketidakadilan
vang dialami oleh masyarakat
adat hingea sual ini Pengakuan
formal negara menjadi penting
untuk mengakhari prak
tik-praktik yang menempatkan
mercks puda  posisi renlan
Penggunaan istilab yang tepar
merupaban bagian dari peng-
Targaan terhadap identitas

Hukka menjelaskan bahwa
RLIL Masyarnbkat Adat memiliki
signifikans: sosial vang tinge
karena evasal dari aspivasi ko-
munitas adat sencici. Penyu-
supannya telal berlangsung
panjang  sejak  AMAN berdiri
pada 1k permasuk melalui
pernvusuian naskah akademik
vang dibahaz di scjumlah ke
munitas dan kampos-kampus
nege T

"Hancangan ini telah dibavwa
ke formam-forom  pengambsilain
kepartuaan dan forom-forum
diskusi publik. Oleh kv it
urgensinya tidak periu lagi oi-
tursda atou diraguban Karconae ini
mewskili gitnasi hatin dan fun-
tetan haodup  mesyacakat adat
dan kKika semua sehagai bangsa
Indenesia " tulurnyu.

Ta menekankan babwa In-
donesia  tengah  menghadapi
krisis malfidimensi yang men-
cakup krisis iklim kemanusi-
aam, sagial-peolitik, kehudagaan,
hinggn identitas. Dalam situasi
tersebut, masyarskat sdat di-
pandang mremiliki peran strate-
ois sehapsi bagian dar solusi
atas berbogal persoalan yang
dihadapl bang=a, termasuk dai-
T sspek ckonemi

Meski demikian. prtensi ter-
sehut tidok akon terweujod Gan
pa admia pengakuan, penghar-
o, dan pedindangan yang
memaddai dari negara. Pacdahal,
masyarakal adat bekonteibusi
besar dalam menjaga sekitar S0
persen clhosistem terbaik di du-
nia sehingea ketiadaan perlin-
durgan hevisiko wempseroepat

[ ]
Rancangan ini telah
diboawa ke
Jorum-forum
pengambilan
keputusan dan diskusi
publilk.

Ruizea Sambalinggi

kerusakan  lingkungan
herdampak huas

Tidak hambat investasi

erwakilan masyarakat adat
Sikka, Nusa Tenggara Timwur,
Anton Yohanes Hala, menepas-
T babawra coadiyarakat adal Lo
kan penghambat investasi. Se-
baldiknya, tanpa pengakuan ler
hadap wilayah  sdat, investasi

vang

Justro mengadi. Gdek  pasti,
penub o kontliks dan herisiko
Ling.

"Konflik  agraria, tumpang

Lindih perizinan, hinggs peno
lakan di lapangan sering  kali
bukan karena masyerakal me
nidak  pembangiman, melain-
kan karena hak kame tdak di-
akui sejak awal. Kami ingin
pembangunan berjalan dan io-
westasi masuk, fetapd ki juga
ingin dihormuat sebageal pemailik
yang sah atas rwang hidupz ka-
mi,” uparmya.

Perwakilan masyarakat adat

pun mendesak DPE untuk
memperkuat  repulasi vang
memberikan pengakuan dan

perlindungan  nyata  terhoddap
wiilawal: adal, Moereka jugi mmen
daremg percepatan penetapan
msvinrubat adat secara elektil
dan tidak herbelit serta me-
mastikan sctiap investasi bor
hasis pada prinsip persetujuan
Trchins, didabwdui. dan diinfor-
masikan secara utuh kepada
rhrsvikakat,

Selain itu, wilayah adat juga
dinilai perin diintegrazikan ke

dalam sistem tata ruang na-
stomal guna mencegab konflik
dan tumpang tindih perizinan.
Langkah im penlimg unluk
menciptakan kepastian haknm
sehaligus mendubung pemba-
nganan syang  lehih herkelan-
Jutan.

"Kami tidak mennlak e -
bangunan dan ek menolak
imestasi, betapi menalak pean-
hunpgunan vany menghapuskan
keheradann kami dan investasi
vang berdiri di oatas hilangnya
Tak-Bak  kami, Wilawah  adat
adualah tondasi kehidupan kami
selonligus potensi beso bagi ma-
= depan bangsa,” biata
Wohanes

Ketua Badan Legislasi DI'R
Bol Hasen dolam BDPU ter
sehut memandang  bahwa se-
cura umum aspek  pengakoan
hak-hak tradisional swdah ter-
twang dolam BKUL Massyaorakat
Addat. Mamun, keragaman ke-
arifan lokal di sojurnlah daerah
clari Sumatera himgga Papea le-
bith tepal dinkomodesi melalud
peraturan  dacrab agar  rtetap
hontekstual

Pendekatan yang dinsnlkan
menempatkan puenpaburan
umn dalam wrdang-undang,
semenlara aspek teknis dise-
rahkan kepada pemerintah da-
erah melalul peraturan daerah
sestiai kebutuhan tokal. Thengan
demilian,  KHUL Masyarakat
Adat menjadi mujuksn utama
sang feksibe] dalon mplemen
tasi.

Pembentukan  undang-un
clang tetap harus mengikub tata
cira poeralumn perundang un
dlangan agar memiliki kekuatan
hukum vang sah. koondinasi
darn duknngan fintas pilhak juga

diperlukan  untuk  mencegah
konflik regulasi.
"Pensusuaran harus  Eerin-

tegrasi denpan realitas oi la-
pangan agar adaptif, mengikat,
can tetup selaras denpfan per-
aturan lain” wjar Boh, CJTED
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